
BUPATI TRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 54 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG WERDA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK, 

Menimbang :a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai 

bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang, perlu 

dilakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para 

lanjut usia agar kehidupannya semakin sejahtera, 

berkualitas dan bermanfaat melalui lembaga Karang 

Werda; 

Mengingat 

b. bahwa untuk mewadahi para lanjut usia perlu dibentuk 

Karang Werda pada sctiap desa/kelurahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut 

Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4451); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi 

Nasional Lanjut Usia; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia · 

dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut 

Usia di Daerah; 

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/ 1998 tentang 

Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia; 

1 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2007 ten tang Kesejahteraan Lan jut U sia (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri 

E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

KARANG WERDA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Trenggalek. 

5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang ada di 

wilayah Kabupaten Trenggalek. 

6. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan 

para Lanjut Usia. 

7. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) 

tahun ke atas. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana operasional tahunan 

pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung 

perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran 

atau belanja dan dituangkan dalam rupiah. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai pedoman teknis Pembentukan Karang Werda. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

terbentuknya suatu wadah pembinaan dan pemberdayaan 

lansia pada setiap desa/kelurahan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

a. susunan organisasi; 

b. tugas pokok dan fungsi; 

c. pembentukan; 

d. pembin~an; dan 

e. pembiayaan. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

( 1) Susunan Organisasi Karang Werda terdiri dari: 

a. pembina; 

b. ketua; 

C. wakil ketua; 

d. sekretaris; 

e. wakil sekretaris; 

f. bendahara; 

g. wakil bendahara; 
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h. seksi-seksi antara lain: 

1. seksi kesehatan; 

2. seksi olahraga/rekreasi; 

3. seksi kesejahteraan/usaha; 

4. seksi seni/budaya; dan 

5. seksi agama. 

(2) Jenis dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf h disesuaikan dengan kebutuhan. 

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tugas Pokok 

Pasal 5 

Tugas pokok Karang Werda adalah membantu kegiatan 

pembinaan lanjut usia agar kehidupan yang bersangkutan 

tetap berkualitas dan berguna. 

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanan dimaksud 

dalam Pasa~ 5 Karang Werda mempunyai fungsi: 

a. peningkatan usaha kesejahteraan sosial bagi lansia; 

b. peningkatan pemberdayaan masyarakat lapsia secara 

komprehensif, terpacu dan terarah serta 

berkesinambungan; 

C. penyelenggara kegiatan pengembangan JlWa 

kewirausahaan bagi lansia yang kurang produktif di 

lingkungannya; 
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d. meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial bagi. 

lansia; 

e. menJaga semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, 

kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai 

kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

f. meningkatkan tanggung jawab sosial yang bersifat 

rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan 

kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala 

sumber dan potensi kesejahteraan sosial di 

lingkungannya secara swadaya; dan 

g. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, 

informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. 

BAB VI 

PEMBENTUKAN 

Pasal 7 

Karang Werda dibentuk oleh Kepala Desa/Kelurahan pada 

setiap Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa/Kelurahan. 

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 8 

Pembinaan Karang Werda dilakukan oleh Kepala 

Desa/ Kelurahan. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Karang Werda bersumber dari 

APBDesa/ Anggaran Kelurahan dan sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 10 Oktober 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

ttd 

ALI MUSTOFA 

Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 10 Oktober 2013 

BUPATI TRENGGALEK, 

ttd 

MULYADI WR 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 54 

ANIK SUWA S.H. M.Si. 
Pembina Tin kat I (IV /b) 
Nip .19650919 199602 2 001 

No.Reg: 188.342/CXV /406.004/2013 
Tanggal 10 Oktober 2013 
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